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DPR Terima Surpres

RUU Perampasan Aset

Mahfud: Koruptor
Takut Dimiskinkan

KOMITMEN Presiden Jokowi
untuk memiskinkan koruptor-le-
wat Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset (RUU PA) bukan
isapan jempol. Kemarin, DPR
sudah terima Surat Presiden (Sur-
pres) RUU PA. Artinya, DPR
bersama pemerintah akan segera
menggodok RUU PA in1 menjadi
undang-undang (UU). Kini, semua
pihak harus sama-sama mengawal

jangan sampai RUU in1 “masuk
angin”. Sebab, bisa saja para korup-
tor tidak akan tinggal diam dan
akanmasuk Senayan buat gagalkan
RUU 1ni. Awas!!!

Kabar sudah dikirimnya Sur-
pres RUU PA ini diungkapkan
Menko Polhukam Mahfud MD,
kemarin. Menurut Mahfud, Surpres
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NMahfud: Koruptor Takut

- DARI HALANMAN 1

bernomor IR 22-pres-05-2023 telah
dikiriTm ke DPR, Kamis (4/S). Ta jugca
menyebutl Presiden telah mengeluarkan
surat tugas bermomor B399-MN-T>-—
HK -0000-05-2023 yang berisi pihak
mana saja yango akan dilibatkan dalam
membahas RULUT tersebut bersamma IDPR..

A da cmpat pcjabat sctingkat rmcn-—
teri yvaitu dua orang menteri. Satu
Menko IPolhukam. vang kedua ZvMeoentoeri
Hukurm dan FHAN,. Yang ketiga pejabat
setingkat menteri adalah Jaksa Agung.,
yango keempat pejabat setingkat menteri
adalah Kapolri.”” jelas Nahlfud.

Dengcan sudah dikiritmnya Surpres ke
IDPR, ks Ketua Zviahkamah K onstitusi
ini berharap RUU PPA ini bisa scgcocra
dibahas. Kalau bisa., pembahasan sudala
bisa dilakukan saat DPR moembuka
masa sidangs.

““Miudah-rmudabhan masa sidangs yvangs
akan datang sudah bisa mulai dibahas
agar kita bisa segera membuat para
prelaku tindak pidana dan terutama
koruptor,. Koruptor itu kan hanya
takut miskin, bukan takut dihukum.
Kalau ada UU] Perampasan Aaset inid
insyaxallah.” ucaprniy a.

Sekjen INPPR RI Indrma Iskandar mmenn-—
benarkan ucapan NMahlfud., Kata dize
121I?IR mocmang sudah mocncerima Surprcs
RULU PA sgjalk Kamis (</5) lalu. TNauan
saatini IDIPIR masih dalam kegiatan rescs.
Pembukaan masa sidang baru akan
terlaksana pada Sconin (1 6/5) depan.

Kata Indra, pembahasan surpres RUJTUT
PA akan dilakukan setelah permbulcaanan
masa idang DPIR. Pembahasannya
dirmulail dari Rapatl Pirmpinan (Rapirmmnm)
scecbelum dibawa ke rapat Badan Musya—
~warah (Bamus) untuk pernusasan kepada
Allat Koelecngkapan Dowan., dan dila-—
rorlan terlelbhilh dahulu dalarmmn paripurna.

Aangrota Komisi I1IT Taufik Basari
berharap., pembahasan RUJUT PA dilaku-
kan dengan cermat., schingga tidalc
melangoar proses hukum yang adil.
Ta memprediksi, yang akan menjadi
perdebatan hukurm saat menecerap-
kan srer—cCorrVECIiarrr HDarscd crsset _forrfei—
reere (NCEB-AF). atau pocrampasarn asct
tanpa tuntutan pidana atau tidak.

Meski pada dasarmya. Basari belurmm
mengetahui substansi naskah RULUJ
P vang telah diterima Setjen DPR.
““Isu hukum pcrampasan asct adalah
rada pengaturan mekanisme hukum
PPecrampasan asctnya.’” ulasnya.

Ia menegaskan, penolakan terhadap
NCB-AF bukan berarti mendukung
korupsi dan tidak mendukung permbe—
rantasan rasuah. Namun., hal ini lebih
kepada persoalan prinsip hukum dan
Hak Asasi MZManusia (HADND). Yakni,

tentang jaminan terhadap proses hhalcuran
yangs sesuai prinsip peradilan yango
Jujur dan adil. serta asas praduga talke
bersalah.

MNMenurut Basari, pembahasan itu
krusial lantaran boerpotensi mcoclanggsrar
prinsip hukum bila diterapkan. Jugoa,
boerpotensi terjadi penyalahgunaan ke-
~wenangan oleh aparat penegak hukum
ataupun dengan alasan politis.

rSchingea RU U 1Pcrampasan AAsct
harus secara ketat mengatur dan me-
mastikan agar jaminan terhadap proscs
hukum dan peradilan yvang jujur dan
adil moengadil dasarmya.”” pinta politisi
™NasToerm ini.

Pakar hukum pidana dari Universitas
Trisakti Jakarta Abdul TFickar Fladjar
berharap DPR tidak masuk angin untuk
mcecngeolkan RU U PA ini. Karcna dia
memmprediksi, koruptor yang merasa
tecrancam akan mceclakukan borbagai
upaya untuk mengeagalkan agar RUTUT
P ini rmenjadi TTUT.

“Klarena jika RUJUT PA diundangkan.
harta-harta para koruptor bisa disilkat
atau dirampas tanpa putusan ppero-—
adilan.”” kata Fickar saat dibhhubungi.
tadi malamm.

Sebab itu, kemungkinan komrmaptor
masuk Scnayan sangat besar. Pihalk
yang tidak sepakat dengan RULU imnu
akan gerilya untuk mengeagallkan RUILT
A dengan melobi oknum di parlemen.

Menurut Ficlkar, Pemerintah dan
scmua pihak perlu waspada dan mecla-
kukan mitigasi. Karena bisa saja. para
prerngahat kerah putih itu akan melakulkan
berbagoai cara untuk Mmengoagalkannya.
Toermasuk dengan mcoeclobil para bos-bos
rarpol acar RUJUT ini tak jadi TJIUT.

“Permerintah harus mendorong de-
neocan keras. Kita minta Pak MhMahfud
menggebrak lagi DPR. Kalau perlu
Jugsa mominta kcecpada Bu Mogawati
Sockarnoputri untuk mendorongs ini.
K arcna ini kcpontingan bangsa agar
ITndonesia tidak bangkruat,”” usulnya.

Koordinator IDivisi Hulkurmm darn
Nonitoring Peradilan TCW Toaola Tister
Kaban berharap. melalui RUTLT P i
bisa memperkuat dalam menindak kasus
korupsi yang cukup sulit saat ini. IDengan
kata lain., jika diundangkan bisa moenjadi
senjata bagi aparat pencegak hukuna.

Ascetl-asel hasil tindak pidana bisa
langsung dirammpas negara saat kepu-
tusan hasil tingkat pertama. yaitu
pengadilan negeri. Setelah itu, tidak
diberikan kewvwenangan untulc digugat.

““IPrinsipnya bisa memotong walktu
proses perampasan ascetnya. di draf
RULT 2015 kalau ngrgak salah proscesnya
final ditingkat pertama saja. enggeak
bisa dibanding. enggegak bisa dikasasi,
Prokoknya ga ada upaya hukumnya,”™
pungkas [Laola. m mMEN


http://www.tcpdf.org

